
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan pajak dengan Surat Paksa [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak 
dengan Surat Paksa [Lernbaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Tabun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan 
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah; 

b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran 
pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu diatur secara teknis 
ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah khususnya pem bayaran angsuran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud daJam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 
WaJikota Kendari Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Pemungutan Pajak Daerah; 
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(1) Dalam keadaan kahar Kepala Badan atas permohonan Wajib 
Pajak, dapat mernberikan persetujuan kepada wajib pajak. 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak 
terutang. 

Paaal 19 

Paeal I 

Ketentuan huruf d ayat (3) Pasal 19 dalam Peraturan Walikota 
Kendari Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan 
Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 
27), d:iubah berbunyi : 

Menetapkan : PERATURAlf WALJKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAH WALIKOTA KENDARI NOMOR 27 TAHUH 
2013 TENTANG TATA CARA PEMUifGUTAN PAJAK DAERAH 

MEMUTUSKAN : 

6. Perafuran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketenruan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

7. Peraturan Menteri Dalarn Negcri Rcpublik Indonesia 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab {Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari 
Tahun 2011 Nomor 2) 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik fndoncsia Tahun 2009 
Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 20 l 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

• 



(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi : 
a. perang saudara; 
b. invasi dari negara lain; 
c. bencana alam; 
cL pemberontakan; dan 
e. hal-hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan 

dan tidak dapat diatasi. 
f. Mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan diluar 

kekuasannya sehingga wajib pajak. tidak akan mampu 
memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. 

(3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan 
pernbayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai beri.kul: 
a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara 

angsuran maupun menunda pembayaran pajak, 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala 
Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melamplrkan 
surat keterangan dari pihak yang berwenang, fotocopy 
SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD; 

b, pcrmohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus 
sudah diterima Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) 
hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran 
yang telah ditentukan; 

c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran 
maupun penundaan pembayaran yang diserujui Kepala 
Dinas, dituangkan dalam Keputusan pembayaran secara 
angsuran maupun pcnundaan pembayaran; 

d. pembayaran angsuran diberikan paling lama urrtuk 6 
(enam) kali angsuran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 
terhitung sejak tangga) Keputusan angsuran, kecuali 
ditetapkan lain oleh Kepala Badan; 

e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 
(satu) bulan terhitung mulai tanggal SKPDICB, SKPDKBT 
dan STPD, kecuali ditctapkan lain oleh Kepala Badan; 

f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai 
berikut: 
1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap 

jumlah sisa angsuran; 
2. jumlab sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara 

besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, 
dengan pokok pajak angsuran; 

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pernbagian antara 
jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan 
jumlah bulan angsuran; 

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa 
angsuran dengan bunga sebesar 2°/o (dua persen); 

5. besamya jumlah yang harus dibayar tiap bulan 
angsuran adalah pokok pajak angsuran ditam bah 
dengan bunga sebesar 2 o/o (dua persen). 

g. terhadap jumlah angsuran yang ha.rus dibayar tiap bulan 
tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi ha.rus 
dilunasi tiap bulan; 

h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah 
sebagai berikut : 
1. perhitungan bunga di.kenakan terbadap seluruh 

jurnlah pajak terutang yang akan di.kenakan 2 °/o (dua 
persen] dcngan jumlah 'bulan yang ditunda dikalikan 
dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan 
ditunda; 

• 
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Agar setiap orang mengctah.uinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walik.ota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Kenda.ri. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

P1lsal II 

2. besarnya jurnlah yang harus dibayar adalah. seluruh 
jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan 
jumlah bunga 2 °/o (dua persen) sebulan; 

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus 
paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang 
telah ditentukan dan tidak dapat diangsur. 

1. Wajib Pajak yang telah. mengajukan permohonan 
pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan 
permohonan penundaan pembayaran untuk surat 
ketetapan pajak yang sama. 
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